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Abstrak

Berdasarkan hasil penjajagan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemmgutan
retribusi parkir di tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. selanjutnya untuk membatasi
masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berilut : 1) Bagaimana pelaksanaan
pemungulan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar pengandaran? 2) Bagaimana hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan unum pasar pengandaran? 3)
Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum pasar Pengandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 orang yang
terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, kordinator lapangan sebanyak | orang, juru
parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Tekmik pengumpulan data
yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan
wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langhkah yaitu reduksi data, Penyajian Data dan
menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran belum sesuai dengan Peraturan
Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis tentang penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Berdasarkan hasil observasi diketahui
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jolan umum belum optimal. 2) Adanya hambatan
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Begitupula berdasarkan observasi diketahui balwa
adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3) Adanya
upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan
meningkatkan kesadaran petugas maupun pengguna parkir serta memperbaiki dan melakukan
penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik. Begitupula berdasarkan observasi
diketahui bahwa adanyae upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umim
dengan cara memperbaiki berbagai sarana prakir yang masih kurang memadai.
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PENDAHULUAN

Menurut  Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 wang disempurnakan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan
bahwa desentralisasi pemerintahan akan turut
disertai pula dengan desentralisasi fiskal.
Kemandirian kevangan daerah yang dilihat dari
derajat kemandirian fiskal ke depan akan
menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan
daerah. Derajat kemandirian fiskal kabupaten
vang rendah tentu merupakan suatu tantangan
tersendiri dalam meningkatkan potensi-potensi
yang ada baik ifu dari SDM maupun dari SDA
yang ada di daerah.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan
pemerintah daerah membutuhkan pembiayaan

dana, yang digali dari potensi daerah atau dapat
pula berasal dard luar daerah. Dalam
melaksanakan pengelolaan: keuangan
pemerintah berusaha mendapatkan pendapatan
asli daerah agar pemerintah daerah mempunyai
sumber dana untuk menyelenggarakan
fugasnya.

Kabupaten Pangandaran sebagai daerah
otonomi baru melakukan berbagai upaya dalam
mengembangkan potensi pendapatan guna
menambah anggaran dana pembangunan daerah
dengan berupaya menggali retribusi yang salah
satunya adalah retribusi parkir. Implementasi
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No
33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan
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daerah akan sangat tergantung bagaimana
daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber
daya dan dana yang menjadi potensi daerah itu
sendiri.

Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai
mesin utama dalam upaya penghimpunan dana

yang berguna baik untuk membiayai
pelaksanaan pemerintahan, kegiatan
kemasyarakatan maupun kegiatan

pembangunan di daerah. Agar sumber-sumber

pendapatan daerah dapat digali secara optimal,

maka perlo dilakukan upaya-upaya yang
sungguh-sungguh dan dipersiapkan dengan
baik.

Namun demikian berdasarkan hasil
penjajagan penulis di pasar Pangandaran,
ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum belum dilaksanakan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dan
indikator-indikator sebagai berikut.

1. Masih adanya petugas parkir vang tidak
memberikan karcis kepada pengguna parkir
sehingga timbul persepsi buruk masyarakat
pada dinas terkait. Contohnya masyarakat
yang memarkirkan kendaraannya di pasar
pangandaran tidak diberikan karcis padahal
telah membayar retribusi parkir .

2. Masih ada petugas yang tidak membantu
pengguna parkir pada saat mau memarkirkan
kendaraannya tetapi apabila pengguna parkir
akan meninggalkan tempat parkir maka
petugas dengan cepat menghampirinya
Padahal dalam Peraturan Daerah dijelaskan
balwa petugas membantu untuk
menertibkan kendaraan yang diparkir.

3. Masih kurangnya dilakukan pengawasan
secara berkala dalam proses pemungutan
retribusi parkir. Contohnya masih jarangnya
pengawasan vang dilakukan terhadap
petugas pemungut retribust parkir .

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas,
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
lebih lanjut dan hasilnya penulis tuangkan
dalam bentuk skrpsi yang berjudul
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum Pasar Pengandaran oleh
UPTD Parkir Dinas Pekerjaan U,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran.

LANDASAN TEORITIS
Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh
suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan
Daerah. Kewenangan membuat peraturan
daerah (Perda), merupakan wujud nyata
pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh
suatu daerah dan sebaliknya. Peraturan daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk
penyelenggaraan otonomi vang dimiliki oleh

provinsi  /kabupaten/kota, serta  impas
pembantuan,

Menurut Abdullah, (2005:131)
menyatakan bahwa :

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan
penjabaran  lebih lanjut dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah. Peraturan daerah yang
dibuat oleh satu daerah tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum
dan/ atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, dan baru mempunyai
kekuatan mengikat setelah diundangkan
dengan dimuat dalam lembaran daerah
Sedangkan tujuan utama dan suatn
peraturan  daerah  menurut  Abdullah,
(2005:133), adalah sebagai berikut:
Untuk mewujudkan kemandirian daerah
dan memberdayakan masyarakat. Dalam
proses pembuatan suatu peraturan daerah,
masyarakat berhak memberikan masukan,
baik secara lisan maupun tertulis.
Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai
dari proses penyiapan sampai pada waktu
pembahasan rancangan peraturan daerah.
Penggunaan hak masyarakat dalam
pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata
tertib DPRD
Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan dari
DPRD. Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daegrah, dan Undang-
undang No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih
banyak kewenangan kepada daerah dalam
menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-
undang tersebut merupakan landasan yuridis
bagi pengembangan otonomi daerah di
Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah
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bertujuan memberi kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan,

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan
hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan
parkir baik itu tempat parkir umum ataupun
tempat parkir khusus diperlukan adanya
ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan
pengelola dalam melaksanakan  kegiatan
perencanaan, pengaturan, pengawasan,
pengelolaan  dan  pengendalian  terhadap
penggunaan tempat parkir tersebut sehingga
dapat dijadikan sebagai salah satu sumber
penerimaan dasrah vang potensial guna
mendukung  jalannya pemerintahan  dan
kelancaran pembangunan kota.

Pengertian Retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya
retribusi  parkir merupakan salah  satn
pendapatan daerah yang diharapkan menjadi

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan -

pemerintahan dan pembangunan daerah untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat.

Menurut Siahaan (2005:6), menyatakan
bahwa retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah
secbagai pembayaran atas jasa atan
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan Jasa adalah
kegiatan pemerintah daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat
dinikmati oleh orang prbadi atau badan,
dengan demikian bila seseorang ingin
menikimati  jasa vang disediakan oleh
pemerintah  daerah, ia harus membayar
retribusi yang ditetapkan sesnai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur
beberapa istilah yang wumum digunakan,
sebagaimana discbutkan dibawah ini.

a. Daerah otonom, selanjutmya disebut daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai  batas  daerah  tertentu,
berwenang mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b. Peraturan daerah adalah peratoran yang
ditetapkan oleh kepala daerah dengan
persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,

¢. Retmbusi daerah, yang selanjutnya disebut
retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

d. Pemungutan adalah svatu  rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi yang terutang,
sampai dengan kegiatan penagihan retribusi
atau retribusi yanpg terutang kepada wajib
retribusi yang terutang serta pengawasan
penyetorannya.

e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentn
yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari pemerintah daerah
yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode
yang  menggambarkan  kegiatan  untuk
memecahkan masalah yang ada pada waktu
penelitian dilakukan dengan cara mencari,
mengumpulkan dan menyusun data secara
sistematis ~ kemudian  dianalisis  untuk
mendapatkan pemecahan masalah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data skunder. Sumber
data dalam penelitian sebanyak 17 orang yang
terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3
orang, kordinator lapangan sebanyak 1 orang,
juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan
masyarakat sebanyak 9 orang. Sedangkan
teknmk pengumpulan data dilakukan melalui
studi pustaka dan studi lapangan dengan cara
angket dan observasi.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil peneliian, maka berikut ini penulis sajikan hasil rekapitulasi wawancara
dengan informan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi
Jalan Umum Pasar Pengandaran Oleh Uptd Parkir Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan,
komunikasi Dan Informatika Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Sub Variabel Indikator Tanggapan Informan

1. Nomenlaktur g. Adanya objek parkir di | Informan 1,2, 3,4, | Informan 7,
mengenai  tata cara Pasar Pangandaran 5,68 dan 10 9,11,12,131,14,15,16
penetapan, menyatakan sudah | dan 17 manyatakan
pembayaran dan baik kurang baik
administrasi
penerimaan retribusi '

b. Adanya petugas parkir di | Informan 1,23, 4, Informan 5,

Pasar Pangandaran 6,7 dan 8 9,10,11,12,13,14,15,16
menyatakan sudah | dan 17 menyatakan
baik kurang baik

c. Adanya pengguna parkir | Informan 1, Informan

di Pasar Pangandaran 234567 dan 8 9,10,11,12,13,14,15.16
menyatakan sudah | dan 17 menyatakan
baik kurang baik

d. Pembayaran  retribusi | Informan Informan 14,15 dan 17
dilaksanakan sekaligus, | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | menyatakan kurang
dilunasi oleh pengguna | 11,12,13 dan 16 haik

parkir menyatakan sudah
baik

e Adanya tanda bukti Informan 1, 5,7,9, Informan

pembayaran retribusi 11,13,14,15 dan 17 | 2,3,4,6,8,10,12, dan 156

berupa karcis atau 45.45% atau 54.55%
menyatakan sudah | menyatakan kurang
baik baik

2. Nomenlakwr @ Seliap orang pribadi atau | Informan 1, Informan 2, 6,7,11,16
mengenai cara | badan yang | 3,4,5,8,9,10,12,13,1 | dan 17 menyatakan
penarikan retribusi mendapatkan pelayanan | 4 dan 15 kurang baik

jasa parkir diwajibkan | menyatakan sudah

membayar retribusi baik

. Retribusi ditarik dengan | Informan 1, 4,5,6 Informan 8.,9,10, dan
menggunakan karcis | dan 7 menyatakan 11 menyatakan kurang
pakir sebagai tanda bukti | sudah baik baik

yang syah

c. Tidak adanya penarikan | Informan 14,789 | Informan 2,3,5,6 dan
retribusi yang | dan 11 menyatakan | 10 menyatakan
diborongkan kepada | sudah baik kurang baik

pelaksana parkir

d. Penarikan retribusi | Informan 1, 2, 3.4,5 | Informan 7,8, 5,10,
tempat khusus parkir | dan 6 menyatakan | dan 11 menyatakan
ditarik di pintu masuk | sudah baik kurang baik

tempat khusus parkir

3. Nomenlaktur a. Pemungut dan pengelola | Informan 1, 2, 3, 4, -
mengenaij instansi retribusi  parkir adalah | 5, 8,
pemungut, pengelola Dinas Pekerjaan Umum, | 9,10,11,12,13,14,15
dan penanggungjawab Perhubunga, L6 dan 17
retribusi parkir Komunikasi dan | menyatakan bahwa
Informatika. sudah baik
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b. Penerimasn retribusi | Informan 1,23 .4, Informan 9.10,11,
dicatat dalam buku | 5,6,7dan 8 12,13,14, 15,16 dan 17
penerimaan menyatakan sudah | menyatakan tidak tahu
baik
. Hasil pemungutan | Informan 1,2,3 4, Informan 9.10,11,
retribusi di setorkan ke | 5, 6,7 dan 8 12,13,14, 15,16 dan 17
Kas Draerah menyatakan sudah | menyatakan tidak tahu
baik
d. Pemungutan dan | Informan 1,2,3 4, Informan 9.10,11,
pengelolaan  retribusi | 5,6, 7dan 8 12,13,14, 15,16 dan 17
harus dapat | menyatakan sudah | menyatakan fidak tahu
pertanggungjawabkan baik
Jumlah Rata-rata Persentase 66.36% 33.64%

Berdasarkan tabel di atas mengenai
pemyataan informan terhadap pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum
Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komumikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran, diketahui 66,36 %
menyatakan sudah baik, dan 33,64 %
menyatakan kurang baik dan menyatakan tidak
tahu, Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umom
Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan
dengan optimal.

Adapun hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar
Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

1. Adanya petugas yang kurang memahami
ketentuan dalam memungut retribusi serta
kesadaran pengguna parkir dalam membayar
retribusi.

2. Petugas parkir telah memadai namun
kemampuannya belum optimal karena
kebanyakan petugas kurang memiliki
pengalaman

3. Pengguna parkir di Pasar Pangandaran
masih kurang menyadari mengenai manfaat
membayar retribusi parkir sehingga masih
saja ada yang tidak membayar refribusi

4. Mash ada petugas yang tidak memberikan
karcis kepada pengguna parkir yang telah
membayar retribusi parkir

5. Masih ada petugas yang tidak memungut
retribusi kepada semua pengguna parkir

karena faktor kedekatan dengan pengguna
parkir

6. Adanya petupas yang tidak memberikan
karcis kepada pengguna parkir

7. Adanya hambatan karena memang tidak
memiliki fasilitas khusus tempat parkir
sehingga banyak potensi yang hilang,

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan
dalam mengatasi hambatan-hambatan yang
timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran
oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum,

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman petugas terhadap
ketentuan dalarn memungui retribusi serta
memingkatkan kesadaran pengguna parkir

2. Melakukan berbagai pelatihan dalam rangka
meningkatkan kemampuan petugas

3. Meningkatkan kesadaran pengpuna parkir
mengenai  manfaat membayar retribusi
parkir sehingga dapat membayar retribusi

4. Melakukan pengawasan kepada petugas
yang memungut retribusi dan meningkatkan
pemberian insetif kepada petugas

5. Meningkatkan pengarahan kepada petugas
schingga dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik

6. Meningkatkan kesadaran petugas serta
melakukan pengawasan kepada petugas
dalam melakukan pemungutan retribusi

7. Melakukan perbaikan dan penatasn tempat
parkir sehingga dapat digunakan oleh
pengguna parkir dengan baik

Halaman | 387



Jurnal miah limu Pemerintahan

MODERAT

Modern dan Demokratis || Vol 1 No 3 Agustus 2015

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  peneliian  dan
pembahasan, dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum
Pasar Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran, yaitu belum sesuai
dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang
penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Hal ini
bisa kita lihat dari hasil rekapitulasi pernyataan
informan terhadap pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir tersebut, diketahui 66,36 %
menyatakan sudah baik, dan 3364 %
menyatakan kurang baik dan menyatakan tidak
tahu. Dan hasil observasi dapat diketahui bahwa
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi
Jjalan umum Pasar Pengandaran belum optimal
mengingat masih kurangnya penertiban tempat
parkir sehingga masih terjadi kehilangan yang
diakibatkan petugas belum mampu
melaksanakan pengelolaan parkir dengan baik.

Adapun hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar
Pengandaran oleh UPTD Parkir Dinas
Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan
masih adanya petugas yang kurang memiliki
kemampuan dalam dalam memahami ketentuan
dalam pemungutan retribusi dan masih
kurangnya ketersediaan sarana atau fasilitas
khusus parkir serta masih adanya pengguna
parkir yang kurang sadar dalam membayar
retribusi parkir. Begitupula berdasarkan hasil
observasi dapat diketahui bahwa  adanya
hambatan dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi parkir di tepi jalan umum Pasar
Pengandaran  karena masih  kurangnya
pemahaman pefugas, sarana prasarana yang
masih kurang serta kesadaran pengguna parkir
masih kurang dalam membayar retribusi parkir.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan
dalam mengatasi hambatan-hambatan yang
timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
parkir di tepi jalan umum Pasar Pengandaran
oleh UPTD Parkir Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran. Hal ini dilakukan dengan
meningkatkan kesadaran petugas maupun
engguna parkir serta memperbaiki dan
melakukan penataan tempat parkir sehingga
dapat digunakan dengan baik oleh pengguna
parkir. Begitupula berdasarkan hasil observasi
dapat diketahui bahwa adanya upaya dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi
Jalan umum Pasar Pengandaran dengan cara
memperbaiki berbagai sarana prakir yang masih
kurang memadai sehingga dapat digunakan oleh
pengguna parkir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis
lakukan maka penulis menyampaikan saran
sebagai berikut :

1) Sebaiknya UPTD Parkir dalam
melaksanakan pemungutan retribusi parkir
di tepi jalan umum Pasar Pengandaran
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan
Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah  Kabupaten  Ciamis tentang
penyelenggaraan dan Retribusi  Parkir
dengan cara memberikan  petunjuk
pelaksanaan  kepada setuap  petugas

pelaksana pemungut retribusi pasar

2} Scbaiknya Petugas Parkir melakukan
penertiban  dan  melakukan perbaikan
terhadap tempat parkir dan sarana prasarana
lain untuk memberikan rasa aman, sehingga
pengguna parkir merasa nyaman ketika
meninggalkan kendaraanya karena mendapat
perhatian dari petugas. Misalnya
memberikan kartu parkir kepada setiap
pengguna parkir sehingga kendaraan yang
dititipkannya aman.

3) Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan
penelitian mengenai permasalahan dalam
penelitian ini sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam
menyempurnakan hasil penelitian yang telah
dilakukan.
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